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The purpose of acquiring fixed assets is also 
different in companies. Fixed assets are used to 
support company operations in order to gain 
profits, while in governments, fixed assets are used 
as the main facilities or infrastructure to support 
operational activities and provide the best possible 
service to the community. So that fixed assets used 
by government agencies need fixed asset 
accounting treatment. The aim of this research is to 
analyze the suitability of the implementation of 
fixed asset accounting policies in the Regional 
Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi 
Province with Minister of Finance Regulation No. 
22/PMK.05/2022 concerning central government 
accounting policies. The type of research used is 
descriptive qualitative. The research results 
showed that the implementation of fixed asset 
accounting regarding the classification, 
recognition, measurement and disclosure of fixed 
assets at the Regional Office of the Ministry of 
Religion of North Sulawesi Province was in 
accordance with Minister of Finance Regulation 
No. 22/PMK.05/2022 has been carried out well. 
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Tujuan perolehan aset tetap juga berbeda-beda 

pada perusahaan aset tetap digunakan untuk 

menunjang operasional perusahaan dalam rangka 

memperoleh keuntungan, sedangkan pada 

pemerintahan aset tetap digunakan sebagai sarana 

atau prasarana utama dalam mendukung kegiatan 

operasional dan memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat. Sehingga aset tetap 

yang dipergunakan oleh instansi pemerintah perlu 

adanya perlakuan akuntansi aset tetap Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian 

penerapan kebijakan akuntansi aset tetap di Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 

Utara dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 

22/PMK.05/2022 tentang kebijakan akuntansi 

pemerintah pusat. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa penerapan akuntansi aset tetap 

mengenai klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan aset tetap di Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara 

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 22/PMK.05/2022 sudah dilakukan dengan 

baik. 
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PENDAHULUAN 
Negara membutuhkan dana yang besar dengan pemerintahnya dan 

memperoleh dana dari masyarakat. Pengelolaan keuangan negara memerlukan 
akuntansi, agar informasi yang dihasilkan transparan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan digunakan terutama untuk 
menentukan nilai sumber daya keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan 
fungsi pemerintahan, untuk menilai kondisi ekonomi, untuk menilai efektivitas 
dan efisiensi unit pelaporan, dan untuk menentukan kepatuhan terhadap hukum 
dan peraturan perundang-undangan. Aset tetap merupakan sumber daya 
ekonomi yang digunakan sebagai alat investasi jangka panjang oleh perusahaan 
atau instansi pemerintah. Pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
22/PMK.05/2022. Dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 menjelaskan bahwa 
asset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam 
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tahapan 
pengelolaan akuntansi aset tetap merupakan hal yang penting dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Pelaksanaannya disesuaikan 
dengan perkembangan yang ada, kemudian diatur dengan tujuan agar 
terciptanya kesepahaman dan keseragaman dalam penyusunan laporan 
keuangan terutama pada bagian akuntansi aset tetap di tingkat Kuasa Pengguna 
Barang (KPB). Lebih lanjut, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan 
akuntansi aset tetap perlu diperhatikan agar risiko kesalahan dan 
penyalahgunaan dapat dihindari dan diatasi dengan ketentuan perundangan.  

Dalam tatanan pemerintahan Sulawesi Utara, khususnya pada Kantor 
Wilayah Kementerian Agama dengan total jumlah aset yang nilainya besar, 
perlakuan aset tetap memiliki peranan penting untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik dan bertangung jawab dalam menyusun laporan 
keuangan serta menyajikan informasi tersebut sebagai entitas pelaporan sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya aset tetap harus 
dicatat per unit, mengingat setiap unit aset tetap memiliki keunikan, 
karakteristik, dan kondisi yang berbeda satu sama lain walaupun mungkin 
diperoleh pada saat yang sama. Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi 
dikarenakan lemahnya penerapan standar akuntansi pada instansi 
pemerintahan yang cenderung memberikan efek terbengkalainya aset-aset milik 
daerah dan berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan. Dengan 
demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan 
kebijakan akuntansi aset tetap berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.05/2022 
tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat pada Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Akuntansi  

Menurut Weygant, Kimmel, dan Kieso (2018:3) menyatakan bahwa 
akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan 
mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang 
berkepentingan. Akuntansi (accounting) adalah pengidentifikasian, pencatatan, 
penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara 
sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum 
sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas 
serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil 
keputusan maupun pemilihan sebagai tindakan alternatif di bidang ekonomi. 
 
Akuntansi Pemerintahan 

Menurut Indra Bastian (2015) mendefinisikan akuntansi pemerintahan 
sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintahan yang termasuk dalam bidang 
akuntansi sektor publik. Dengan kata lain, akuntansi mendukung pemerintah 
dalam mempertanggungjawabkan keputusan sumber daya apa yang akan 
dipenuhi. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi 
pemerintah tidak ada laporan laba. Pemerintah membukukan anggaran ketika 
anggaran tersebut dibukukan pengeluaran modal. Sitorus (2015) menyatakan 
akuntansi pemerintah merupakan suatu proses sistematik pengeloaan keuangan 
pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan 
serta pertanggungjawaban kepada publik. Dalam akuntansi pemerintah , 
akuntansi digunakan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi 
dan keuangan yang melibatkan organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba 
lainnya. Fungsi akuntansi pemerintahan cenderung lebih fokus pada pencatatan 
pelaksanaan APBN dan pelaporan pelaksanaannya. Karena fungsi ini, akuntansi 
pemerintah terkadang disebut sebagai akuntansi anggaran.   
 
Aset Tetap 

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 4, aset tetap adalah aset berwujud yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau 
dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan 
oleh masyarakat umum. Aset tetap pemerintah umumnya sesuai dengan aset 
perusahaan. Namun, aset tetap pemerintah tidak digunakan untuk 
menghasilkan pendapatan, tetapi dananya digunakan untuk operasional 
instansi dan pelayanan sosial. Aset tetap merupakan aset dalam bentuk materi 
yang dimiliki oleh entitas yang digunakan dalam produksi dan bisnis sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku (Pham,2014). 
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PMK Nomor 22/PMK.05/2022 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Menteri ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan 
akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang 
dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah 
pusat. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan 
pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum. Prinsip akuntansi dan 
pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar 
dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan 
dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam 
memahami laporan keuangan yang disajikan. Basis akuntansi yang digunakan 
dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, 
pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah 
terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara dan 
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai 
kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening 
Kas Umum Negara. 
 
Klasifikasi Aset Tetap 

Dalam PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Pusat menjelasakan pengklasifikasian aset tetap berdasarkan 
kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi 
Aset Tetap adalah sebagai berikut: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan , jalan ,irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam 
pengerjaan.  
 
Pengakuan Aset Tetap 

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 
dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap akan sangat andal 
bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau 
pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset 
tetap adalah:   

a. Berwujud; 
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
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Pengukuran Aset Tetap 
Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya 

perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai 
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran Aset 
Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai 
satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah 
nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat 
diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun disajikan dalam Laporan BMN 
Ekstrakomptabel serta tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan dan Catatan atas Laporan BMN. Khusus aset tetap berupa tanah, jalan, 
irigasi dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi. Oleh 
karena itu, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi. 
 
Pengungkapan  

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset 
Tetap sebagai berikut:  

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 
(carrying amount) 

2. 2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 
menunjukkan:  
a). Penambahan;  
b) Pelepasan;  
c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 
d) Mutasi aset tetap lainnya 

3.Informasi penyusutan, meliputi: 
a) Nilai penyusutan;  
b) Metode penyusutan yang digunakan;  
c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;  
d) d)Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 

periode  
4. Informasi terkait pertukaran aset tetap (jika ada), meliputi:  

a) Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;  
b) Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;  
c) Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan  
d) d)Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap 

5. Hal lain yang juga harus mengungkapkan:  
a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;  
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;  
c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan  
d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 
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Kajian Penelitian Terdahulu  
Penelitian Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh Jessy D.L 

Warongan (2018) bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi aset tetap 
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode 
analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah berjalan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian Deni 
Herdiyana, Muhammad Luqman Rokhim (2021) bertujuan untuk menganalisis 
penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos 
Pasar Baru. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset tetap pada KPPBC 
TMP C Kantor Pos Pasar Baru telah sesuai dengan kebijakan akuntansi aset tetap, 
namun masih terdapat penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam neraca 
dan CALK yang masih belum sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundangan. 

Penelitian Sumardi (2017) bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset 
tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 
Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap telah sesuai dengan sistem dan 
prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
 
METODOLOGI 
Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari 
penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang 
objek yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif , dimana 
hasil penelitian dianalisis untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat 
membantu dalam memahami informasi yang diberikan oleh informan, baik 
dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta tingkah laku yang nyata yang 
dipelajari secara keseluruhan. 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2023.  
 
Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada 
penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan 
dokumentasi.  
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Metode dan Proses Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif yang dimulai persiapan, observasi, pengumpulan data, 
mempelajari dan mengelola data dan menarik kesimpulan yang bersifat 
kualitatif berdasarkan perbandingan antara teori dan fakta perlakuan aset yang 
ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara 
 
HASIL PENELITIAN 
Klasifikasi Aset Tetap  

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara 
menggunakan aplikasi SAKTI dalam pengoperasian akuntansi. Pada modul aset 
tetap diklasifikasikan sesuai dengan kesamaan sifat atau fungsi dari aset tetap 
dalam hal aktivitas operasional. Dalam PSAP Nomor 07 tentang aset tetap 
dinyatakan bahwa klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan KDP.   
 
Pengakuan Aset Tetap 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara  mengakui 
aset tetap dengan berpedoman PMK Nomor 22/PMK.05/2022 tentang kebijakan 
akuntansi pemerintah pusat yang dimana aset tetap diakui apabila : berwujud; 
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; biaya perolehan aset dapat diukur 
secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset 
tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan 
atas aset tetap dan atau saat penguasaannya berpindah. 
 
Pengukuran Aset Tetap 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara  mengukur 
aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau 
setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset 
tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Apabila tidak 
memungkinkan menggunakan biaya perolehan, ,maka digunakan nilai wajar 
saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban 
antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan traksaksi 
wajar. 
 
Pengungkapan Aset Tetap 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menerapkan 
kebijakan akuntansi tentang pengungakapan aset tetap serta informasi mengenai 
pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap 
disajikan didalam Laporan Keuangan dalam bentuk Neraca. Informasi yang 
disajikan didalam neraca adalah nilai aset tetap tanah, peralatan mesin, gedung 
bangunan, jalan irigasi dan aset lainnya. 
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PEMBAHASAN 
Klasifikasi Aset Tetap 

Dari data hasil penelitian dapat diketahui aset tetap pada Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan kegiatan 
operasinya adalah sebagai berikut :  

a. Tanah . Dimiliki sah oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Utara dikuasai dan digunakan oleh pemerintah sebagai tempat 
atau lahan berdirinya gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. 
Maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca pemerintah. Pada 
31 desember 2022 nilai tanah sebesar Rp. 22.427.867.000 pada tahun 2022-
2021 tidak memiliki kenaikan atau penurunan.  

b. Gedung dan bangunan; tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk 
pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Bangunan 
gedung kantor pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Utara ditahun terakhir per 31 Desember 2022 dengan nilai Rp 
11.371.506.067. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah 
Surat Perintah Membayar dan Surat Pencairan Dana langsung (SP2D LS). 

c. Peralatan dan Mesin; mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 
alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang 
nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi 
siap pakai.. Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp 
7.066.411.149. 

d. Jalan,irigasi,dan jaringan; perolehan jalan, irigasi, dan jaringan yang 
terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 
Utara per 31 Desember 2022 senilai Rp 296.050.000 

e. Aset tetap lainnya; aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yang diperoleh dan 
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi 
siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah 
koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak 
kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Di Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sendiri tidak 
memiliki aset tetap lainnya untuk dapat diakui.   

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan. KDP adalah aset-aset yang sedang dalam 
proses pembangunan seperti gedung perpustakaan kantor dan lain 
sebagainya namun dilihat dari neraca per 31 desember 2022 tidak ada nilai 
rupiah yang terdapat pada konstruksi dalam pengerjaan pada Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Deni Herdiyana (2021) pada KPPBC Tipe Madya Pabean C 
Kantor Pos Pasar Baru yang mengklasifikasikan aset tetap sesuai dengan 
kesamaan fungsinya yaitu tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, 
jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. 
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Pengakuan Aset Tetap 
Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Sulawesi Utara semua aset tetap yang dimiliki merupakan aset berwujud 
yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun untuk menunjang operasional 
entitas serta nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga 
wajar. Keterangan mengenai perolehan terdapat pada bukti pembelian dan 
tertuang dalam BAST yang dijadikan dasar dalam penentuan biaya perolehan aset 
tetap. Berdasarkan hal tersebut, kriteria biaya perolehan yang dapat diukur secara 
andal terpenuhi. Aset yang diperoleh ditujukan untuk mendukung kegiatan 
operasional kantor dan tidak untuk diperjualbelikan. Pengakuan aset tetap selain 
memenuhi kriteria tersebut juga mempertimbangkan batas satuan minimum 
kapitalisasi yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan. PMK Nomor 
181/PMK.06/2016 memberikan penjelasan mengenai batas minimum kapitalisasi 
dengan nilai pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin sebesar Rp 
1.000.000 atau lebih besar dan bangunan sebesar Rp 25.000.000 atau lebih besar. 
Dari teori yang ada dapat dilihat bahwa pengakuan aset tetap yang ada pada 
Kanwil Kemenag Sulut sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deni Herdiyana (2021) pada KPPBC 
Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru yang menunjukkan bahwa aset  tetap 
diakui  ketika SP2D diterbitkan atas aset tetap yang diperoleh melalui mekanisme 
pembelian/belanja modal dan sesuai dengan tanggal BAST diterbitkan apabila 
aset tersebut diperoleh melalui transfer masuk. Mengenai biaya perolehan 
terdapat pada bukti pembelian dan dalam BAST yang dijadikan dasar dalam 
penentuan biaya perolehan. Berdasarkan hal tersebut kriteria biaya perolehan 
dapat diukur secara andal terpenuhi. 
 
Pengukuran Aset Tetap 

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran aset tetap pada Kanwil Kemenag 
Sulut didasarkan pada biaya perolehan aset yang terdiri harga beli aset dan biaya 
lainnya yang dikeluarkan hingga aset tersebut diperoleh. Pengeluaran setelah 
perolehan aset yang menambah umur masa manfaat dari aset tersebut 
ditambahkan pada nilai tercatat aset. Mengenai penyusutan akan aset tetap 
dilakukan dengan metode garis lurus dimana nilai/besaran aset yang didepresiasi 
secara sistematis selama umur aset. Apabila terdapat aset tetap yang dihentikan 
dari penggunaan aktif instansi maka aset tetap tersebut dipindahkan ke pos aset 
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Kemudian, atas aset tetap yang dihentikan 
dari penggunaan aktif pemerintah tersebut Kanwil Kemenag Sulut membuat 
daftar usulan barang yang akan dihapus. Apabila usulan penghapusan tersebut 
diterima maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca yang kemudian 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu aset tetap dan 
akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen 
dihentikan penggunaanya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial 
signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan dari Kuasa Penguna 
Barang.  
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Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan 
penelitian terdahulu dilakukan oleh Thanwain (2022) pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Enrekang mengenai pengukuran aset tetap dinilai dengan biaya 
perolehan yang terdiri dari harga barang termasuk bea impor dan setiap biaya 
yang dapat didistribusikan secara langsung dan membuat aset tersebut dapat 
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Penghentian dan pelepasan aset 
tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Aset-aset yang 
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi dalam 
kelompok aset lainnya. Suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan setelah 
mendapat persetujuan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
dieleminasi dari neraca. 
 
Pengungkapan Aset Tetap 

Berdasarkan hasil penelitian pada Kanwil Kemenag Sulut, pengungkapan 
aset tetap dimulai dari pengukuran aset tetap yang didasarkan pada biaya 
perolehan, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, 
pengklasifikasian aset tetap disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehannya 
dikurangi akumulasi penyusutannya. Harga perolehan aset dapat dilihat dalam 
daftar aset tetap, begitu juga dengan akumulasi penyusutan, kita bisa mengetahui 
saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset 
tetap. Pengungkapan  aset tetap yang ada di catatan atas laporan keuangan 
berfungsi sebagai informasi yang terinci yang menjelaskan kondisi aset tetap yang 
disajikan dalam neraca. Didalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan 
pada masing-masing bagian jenis aset tetap mengenai informasi yang terdiri dari 
dasar penilaian yang digunakan dalam menentukan nilai tercatat aset, rekonsiliasi 
nilai tercatat atas aset pada awal dan akhir periode yang menunjukkan 
penambahan aset, pelepasan aset, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai aset 
apabila ada, dan mutasi aset tetap lainnya, serta informasi penyusutan yang 
meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan aset yang digunakan, masa 
manfaat aset atau tarif penyusutan yang digunakan dan akumulasi 
penyusutannya pada awal dan akhir periode.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam 
menganalisis penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut :  
1. Klasifikasi aset tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 

Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Aset tetap 
diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya yang terdiri dari 
tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan. 

2.  Pengakuan aset tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 
Utara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Pengakuan 
aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya kepemilikan 
atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah.  
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3. Pengukuran aset tetap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 
Utara dimulai dari komponen biaya, pengeluaran setelah perolehan, 
penyusutan, penghentian dan pelepasan sudah sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Pusat. 

4. Pengungkapan aset tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
22/PMK.05/2022 dimana telah menyajikan informasi yang berkaitan dengan 
aset tetap secara terperinci dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

 
PENELITIAN LANJUTAN 

Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara 
berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyarankan 
penelitian selanjutnya memperhatikan setiap pengeluaran-pengeluaran selama 
masa manfaat penggunaan aset karena biaya pengeluaran tersebut merupakan 
komponen dari harga perolehan aset tersebut. Perlu adanya peningkatan sumber 
daya manusia baik dari segi kualitas, kompetensi, tanggung jawab lewat 
bimbingan teknis, serta perlunya komunikasi yang baik antar setiap pelaksana 
pengelolaan aset tersebut. Kemudian perlunya pengawasan dan perhatian yang 
lebih lagi terhadap dokumentasi-dokumentasi penting yang terkait dengan 
pengadaan, penilaian, dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan aset 
tetap. 
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